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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Pengangkutan merupakan kegiatan yang mempunyai peran

pentingdisegalabidangkehidupan,salahsatunyadalam pembangunan

ekonomisuatunegaratidakterkecualiIndonesia.Indonesiamerupakan

negara yang memilikiberibu-ribu pulau yang membujurdariSabang

sampaiMarauke.Indonesiamenggunakanpenarikangarispangkallurus

darititikterluardaripulauterluar,sehinggaIndonesiamenurutKonvensi

Hukum Laut1982disebutnegarakepulauan.Namundemikian,secara

politissemuasisiadadibagiandalam darigarispangkalmerupakansatu

kesatuan.1

Indonesiasebagainegarakepulauanyangluas,letakgeografis

antarpulausatudenganyanglainsalingberjauhandandipisahkanoleh

lautyangluaspula.Untukdapatterjalinnyahubunganantardaerahyang

luasdanterpisahtersebut,Indonesiamembutuhkansaranaangkutan,baik

didaratdilaut,maupundiudara.Pengangkutandaratmerupakanpilihan

untuk dikembangkan dalam upaya membuka keterisolasian daerah

tersebut.2

1TotoTSuriaatmadja,PengangkutanKargoUdara,TanggungJawabPengangkut
dalam DimensuHukum UdaraNasionaldanInternasional,PustakaBaniQuraisy,Bandung,2005,h
1

2SitiNurbiati,Hukum PengangkutanDarat(JalandanKeretaApi),UniversitasTrisakti,
Jakarta,2009,h1
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Masyarakatyang melakukan pergerakan dengan tujuan yang

berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa

angkutanpribadi(mobil,motor)maupunangkutanumum (paratransitdan

masstransit).Angkutanumum paratransitmerupakanangkutanyangtidak

memilikirutedanjadwalyangtetapdalam beroperasidisepanjangrutenya,

sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang

memilikirutedanjadwalyangtetapsertatempatpemberhentianyang

jelas.

Sebagianbesarmasyarakatbegitutergantungdenganangkutan

umum bagipemenuhankebutuhanmobilitasnya,karenasebagianbesar

masyarakattingkatekonominyamasihtergolonglemahatausebagian

besartidakmemilikikendaraanpribadi.Banyaknyakelompokyangmasih

tergantungdenganangkutanumum initidakdiimbangidenganpenyediaan

angkutanumum yangmemadai,terutamaditinjaudarikapasitasangkut.

Akibatnyahampirsemuaangkutanumum yangtersediaterisipenuhsesak

olehpenumpang.

MenunjukanartipentingnyatransportasidiIndonesia,sehingga

pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transfortasiatau

pengangkutanmutlakdiperlukan.Pembangunanyangbaikdanberkualitas

tidakhanyamengenaipeningkatanmutusarananyasaja,tetapijugaharus

menyangkutpembangunanaspekhukum transportasisendiri.

Pembangunanhukum tidakhanyamenambahperaturanbaruatau

merubahperaturanlamadenganperaturanbarutetapijugaharusdapat
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memberikankepastiandanperlindunganhukum bagisemuapihakyang

terkaitdengansistem transportasiterutamapenggunajasatransportasi.

Mengingatpentingdanstrateginyaperanlalu-lintasdanangkutanjalan

yang menguasaihajathidup orang banyakserta sangatpenting bagi

seluruhmasyarakat,makapembangunandanpengembanganprasarana

dansaranapengangkutanperluditatadandikembangkandalam sistem

terpadu dan kepentingan masyarakatumum sebagaipengguna jasa

transportasiperlumendapatkanprioritasdanpelayananyangoptimalbaik

dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu

perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen

transportasijugaharusmendapatkankepastian.3

KebutuhanakantransportasidiIndonesiajugaterusmeningkat

daritahun ke tahun,termasuk ProvinsiSumatera Utara.Kebutuhan

masyarakatakan saranaangkutan daratiniharusdiimbangidengan

penyediaan sarana angkutan yang memadai.Haliniakan berdampak

negatif apabilapenyedia saranaangkutan umum tidakmenerapkan

standarpelayananminimalangkutanumum sebagaibentukperlindungan

hukum bagipenggunajasaangkutan.

Perlindunganhukum bagipenggunajasaangkutan darattidak

diatursecarakhusus,Undang-Undangyangdapatdijadikanrujukanuntuk

mengaturperlindunganbagipenggunajasaangkutandarat,yaitudidalam

Undang-UndangNomor22Tahun2009tentangLaluLintasdanAngkutan

3SuwardjokoWarpani,pengelolaanLaluLintasdanAngkutanJalan.ITB,Bandung,h13.
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Jalan.DengandiberlakukannyaUndangUndangNomor22Tahun2009

tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan diharapkan dapatmembantu

mewujudkan kepastian hukum bagipihak-pihak yang terkaitdengan

penyelenggaraanjasaangkutan,baikitupengusahaangkutan,pekerja

(sopir/pengemudi)sertapenumpang.Undang-Undanginijugadiharapkan

dapatmeminimalisirterjadinyakecelakandijalanraya.Halinidiperkuat

dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

MenteriPerhubunganRepublikIndonesiaNomor98Tahun2013tentang

StandarPelayananMinimalAngkutanOrangdenganKendaraanBermotor

Umum dalam Trayek.AdanyaperaturanMenteriPerhubungantersebut

tentudapatmeminimalisirterjadinyakecelakaanapabilaimplementasinya

diterapkandenganbaikolehparapenggunaangkutandarat.

Kecelakaanlalulintasdapatterjadibukanhanyakarenafaktor

human erortetapidapatjugadiakibatkan oleh faktorteknisdan non

teknis.Halsepertiinitentuperlumanjadiperhatian kitabersama,agar

PeraturanMenteriPerhubunganRepublikIndonesiaNomor29Tahun2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik

IndonesiaNomor98 Tahun2013tentangStandarPelayananMinimal

AngkutanOrangdenganKendaraanBermotorUmum dalam Trayekdapat

terlaksana secara maksimal,khususnya dalam dukungan kebijakan

pelayananbidangkeamanan,keselamatan,kenyamanan,keterjangkauan,

kesetaraandanketeraturan.
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Berdasarkan uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk

mempelajari,memahami,dan menelitisecaralebihmendalam khusus

mengenaihukum antarapengangkutdanpenggunajasadalam aspek

perdata(privat)sajayaitumengenaibentukperlindunganhukum terhadap

penumpangangkutanumum sebagaipenggunajasaberdasarkanUndang-

UndangNomor22Tahun2009tentangLaluLintasdanAngkutanJalan

sertaPeraturanMenteriPerhubunganRepublikIndonesiaNomor29Tahun

2015tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriPerhubunganRepublik

IndonesiaNomor98 Tahun 2013 tentang StandarPelayanan Minimal

Angkutan Orang dengan Kendaraan BermotorUmum dalam Trayek

denganstudipadaDinasPerhubunganKabupatenDeliSerdang.

Selanjutnyadenganlatarbelakangdiataspenulismenyusunnya

dalam suatu penulisan hukum yang berjudul:“Perlindungan Hukum

Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum MenurutUndang-Undang

Nomor22Tahun2009(StudiPadaDinasPerhubunganKabupatenDeli

Serdang)”.Sehingga daripembahasan inidapatdiketahuimasalah-

masalah yang berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hukum

terhadappenggunajasaangkutandanpelaksanaanperlindunganhukum

terhadappenggunajasaangkutanumum.

B.RumusanMasalah
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Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdiuraikanpenulisdiatas,

maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsiini

adalahuntukmengetahuilebihdalam mengenai,sebagaiberikut:

1.Bagaimanapelaksanaanpengaturantentangperlindunganhukum

penggunajasaangkutanumum diKabupatenDeliSerdang?

2.Bagaimanaperlindunganhukum terhadappenggunajasaangkutan

umum diKabupatenDeliSerdang?

3.Bagaimanaupayahukum yangakandilakukanolehpenumpang

akibatkelalaianolehpengangkutdiKabupatenDeliSerdang?

C.TujuanPenelitian

Tujuandaripenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.Untukmengetahuipelaksanaanpengaturantentangperlindungan

hukum penggunajasaangkutanumum diKabupatenDeliSerdang.

2.Untukmengetahuiperlindunganhukum terhadappenggunajasa

angkutanumum penumpangdiKabupatenDeliSerdang.

3.Untukmengetahuibagaimanaupayahukum yangakandilakukan

olehpenumpangakibatkelalaianolehpengangkutdiKabupaten

DeliSerdang.

D.ManfaatPenelitian



7

1.ManfaatTeoritis

a.Penelitian inidiharapkan dapatdijadikan sebagairujukan dan

informasibagipenulisataupenelitilainyangsejenissehingga

bergunabagipengembangankhasanahilmupengetahuanhukum

khususnyahukum keperdataan.

b.Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau

pengetahuan hukum khususnya tentang perlindungan hukum

terhadappenggunajasaangkutanumum berdasarkanUndang-

UndangNomor22Tahun2009tentangLaluLintasdanAngkutan

jalan dan Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia

Nomor29Tahun2015tentangPerubahanAtasPeraturanMenteri

PerhubunganRepublikIndonesiaNomor98 Tahun2013tentang

StandarPelayananMinimalAngkutanOrangdenganKendaraan

BermotorUmum dalam Trayek.

2.ManfaatPraktis

a.Secarapraktissebagaibahaninformasibagipihak-pihakyang

terkaitbaikmasyarakatsebagaipenggunajasaangkutanumum

yang ingin mengetahui lebih mendalam terkait dengan

pelaksanaanperlindungan.

b.Hasilpenelitianinidapatdijadikansebagaibahantambahandan

sumberinformasibagidosendanmahasiswatentanghukum.

E.DefinisiOperasional

DefinisiOperasionalataukerangkakonsepyangmenggambarkan
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hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti.Konsep

merupakan salah satu unsur konkrit dan teoriyang menyalurkan

penjabaranlebihlanjutdengancaramenyusundefinisioperasionalnya

misalnya dariperaturan perundang-undangan.Tujuan definisiuntuk

mempersempitcakupanmaknavariabelsehinggadatayangdiambilakan

lebihterfokus.

Adapundefinisioperasionaldalam penulisanskripsiiniadalah:

1.Perlindunganhukum menurutSetionoadalahtindakanatauupayauntuk

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasayangtidaksesuaidenganaturanhukum,untukmewujudkan

ketertibandanketentramansehinggamemungkinkanmanusiauntuk

menikmatimartabatnyasebagaimanusia.4

2.Pengguna Jasa adalah setiap orang dan atau badan Hukum yang

menggunakan jasa baik angkutan kereta api,angkutan orang atau

barang,jasakontruksidanlain-lain.5

3.Angkutanumum adalahangkutanpenumpangyangdilakukandengan

sewaataubayar.Termasukdalam pengertianangkutanpenumpang

adalahangkutankota(bus,minibus,dsb)keretaapi,angkutanair,dan

angkutanudara.6

4Setiono,SupremasiHukum,UNS,Surakarta2004,h3.
5Tinjauanmengenaipenggunajasatersediadihttp:/alfiandinata26.blogspot.com

diaksespadapukul22.09WIB
6Waparni,P.Suwardjoko,Merencanakansystem pengakutan,Bandung,1990.
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BABII

TINJAUANPUSTAKA

A.Hukum PengangkutandiIndonesia

Istilah “pengangkutan”berasaldarikata dasar“angkut”yang

berartiangkatdanbawaataukirimkan.Mengangkutartinyamengangkat

danmembawa,memuatdanmembawa,ataumengirimkan.Pengangkutan

artinyapengangkatandanpembawaanbarangatauorang,barangatau

orang yang diangkut.Pengangkutan dapatdisimpulkan sebagaisuatu

proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ketempat lain.

Berdasarkan definisi pengangkutan tersebut, terdapat rangkaian

pemindahan meliputimemuatpenumpang dan atau barang kedalam

pengangkutan,membawapenumpangdanataubarangketempattujuan,

menurunkanpenumpangataumembongkarbarangketempattujuan.7

MenurutH.M.NPurwosutjiptopengangkutanadalah:

“Perjanjian timbalbalik antara pengangkutdengan pengirim,

dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

pengangkutanbarangdan/atauorangdarisuatutempatketempattujuan

7
AbdulkadirMuhammad,Hukum PengangkutanNiaga,Aditya,Bandung,2008,h5
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tertentu dengan selamat,sedangkan pengirim mengikatkan diriuntuk

membayaruangangkutan”.8

”MenurutSintaUlipengangkutanmerupakanperpindahantempat,

baikmengenaibenda-bendamaupunorang,karenaperpindahanitumutlak

diperlukanuntukmencapaidanmeninggikanmanfaatsecaraefisien”.9

1.Prinsip–PrinsipPengangkutan

Secaraumum dalam pengangkutanadabeberapaprinsip-prinip

tanggungjawabhukum yaitusebagaiberikut:

a.Perinsiptanggungjawabberdasarkankesalahan

Menurutprinsipini,setiappengangkutyangmelakukankesalahan

dalam menyelenggarakan pengangkutan harus bertanggungjawab

membayarsegalakerugianyangtimbulakibatkesalahannya.Pihakyang

merasa dirugikan wajib membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh

pengangkut sehingga beban pembuktian berada pada pihak yang

dirugikan,bukanpadapengangkut(Pasal1356KitabUndang-Undang

Hukum Perdata).

b.Prinsiptanggungjawabpraduga

Menurutprinsip ini,pengangkutdianggap selalu bertanggung

jawab atas setiap kerugian yang timbuldaripengangkutan yang

diselenggarakannya namun apabila pengangkutmampu membuktikan

bahwa ia tidak bersalah,maka ia dibebaskan daritanggung jawab

8H.M.NPurwosutjipto,PengertianPokokHukum DagangIndonesia,Hukum
Pengangkutan,Djambatan,Jakarta,2008,h1

9SintaUli,Pengangkutan,SuatuTinjauanHukum MultimodaTransport,AngkutanLaut,
AngkutanDarat,AngkutanUdara,USUPress,Medan,2006,h20
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membayargantikerugian.Pihak yang dirugikan dalam halinicukup

menumjukan kerugian yang dideritanya,sehingga beban pembuktian

beradapadapihakpengangkutbukanpadapihakyangdirugikan.

c.Prinsiptanggungjawabmutlak

Dalam prinsip ini,pengangkutharus bertanggung jawab atas

setiap kerugian yang timbuldalam pengangkutan diselenggarakannya

tanpakeharusanpembuktianadaatautidaknyakesalahanpengangkut.

Dalam prinsipinitidakmengenaladanyabebanpembuktiandanunsur

kesalahan tidakperludipersoalkandanpengangkuttidakmungkinbebas

daritanggungjawabdenganalasanapapunyangmenimbulkankerugian.

d.PrinsipTanggungjawabterbatas

Menurutprinsipini,penbatasangantirugidapatdilakukanoleh

pengangkutsendiridengancaramengadakanklausuladalam perjanjian

pengangkut.Prinsiptanggungjawabinisangatmerugikankonsumenbila

ditetapkansecarasepihakolehpelakuusaha.10

Norma hukum pengangkutan merupakan suatu rumusan

ketentuan dalam undang-undang,perjanjian,kovensiinternasioal,dan

kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan.Teori hukum

pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang-undang atau

perjanjian mengenaipengangkutan yang direkontruksikan sedemikian

rupa sehingga membentuk proses kegiatan pengangkutan.11 Dengan

demikian,teorihukum pengangkutanmerupakangambaransecarajelas

10AbdulkadirMuhammad,Op,Cith43-49

11AbdulkadirMuhammad,Op,Cith5
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rekontruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana

seharusnyaparapihakberbuatsehinggatujuanpengangkutanitudapat

tercapai.12

PengaturantentangpengangkutandiIndonesiadiaturdalam Buku

IIIKitab Undang-Undang Hukum Perdatadan BukuIItitelkeV Kitab

Undang-UndangHukum Dagang.BukuIIIKitabUndang-UndangHukum

Perdatatentangperikatan,sedangkanBukuIItitelkeV KitabUndang-

Undang Hukum Dagang tentang batasan pengertian perjanjian

penggunaan penyediaan kapal menurut waktu (carter waktu) dan

perjanjian penggunaan penyediaan kapalmenurutperjalanan (carter

perjalanan)yangtermuatdidalam Pasal435ayat(1)danayat(2)Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang.Perjanjian inimerupakan perjanjian

pengangkutanyangbersifatkhusus.Halinidapatdibuktikandidalam

Pasal466KitabUndang-UndangHukum dagangtentangpengangkutan

barang dan Pasal521 Kitab Undang-Undang Hukum dagang tentang

pengangkutanorang.13

Pengangkutan pada hakekatnya sudah diliputioleh Pasaldari

hukum perjanjian dalam B.W akan tetapioleh Undang-Undang telah

ditetapkansebagaiperaturankhususyangbermaksuduntukkepentingan

umum, membatasi kemerdekaan dalam hal membuat perjanjian

pengangkutan yaitu meletakan berbagai kewajiban pada pihak

12Ibid,h6
13Ibid,h7-8
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pengangkut.14 Undang-Undang yang mengaturtentang pengangkutan

antaralain:

1)Undang-UndangNomor23Tahun2007tentangPerkeretaapian

2)Undang-UndangNomor17Tahun2008tentangPelayaran

3)Undang-UndangNomor1Tahun2009tentangPenerbangan

4)Undang-UndangNomor22Tahun2009tentangLaluLintasdan

AngkutanJalan.

Selain undang-undang yang telah disebutkan diatas terdapat

Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur

pelaksanaan daripadaUndang-Undang tersebutsecaralebih spesifik.

Sepertidalam UU No.22Thn2009TentangLaluLintasdanAngkutan

Jalansecaraspesifikpelaksanaanstandarpelayanananminimaldiatur

dalam Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor29

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubungan

RepublikIndonesiaNomor98 Tahun2013tentangStandarPelayanan

MinimalAngkutan Orang dengan Kendaraan BermotorUmum dalam

Trayek. Keberadaan dan efektifitas peraturan perundang-undangan

tersebutmerupakanlandasannormatifdilaksanakannyapengangkutandi

Indonesia.

2.PerjanjianPengangkutan

a.PengertianPerjanjianPengangkutan

14
R.Subekti.Pokok-PokokHukum Perdata,PT.Intermasa,Jakarta2010,h222
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Dalam bahasaBelanda,perjanjiandisebutjugaovereenkomstdan

hukum perjanjiandisebutovereenkomstenrech.Hukum perjanjiandiatur

dalam buku IIIKUHPerdata.MenurutKitab Undang-Undang Hukum

Perdata,suatuperjanjianmerupakansuatuperbuatandenganmanasatu

orangataulebihmengikatkan dirinyaterhadapsatuorangataulebih

(Pasal1313KitabUndang-UndangHukum Perdata).

MenurutSubekti,perjanjianpengangkutanialahsuatuperjanjian

dimanasatupihakmenyanggupiuntukdenganamanmembawabarang

atau orang darisuatu tempatke tempatlain,sedangkan pihak lain

menyanggupimembayarongkosnya.15

Pengertian umum perjanjian pengangkutan menurutSitiUtari

adalah:

Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut
mengikatkan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/orang ke tempat tujuan tertentu,
sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau
penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan
pembayaranbiayatertentuuntukpengangkutantersebut.16

b.SyaratSyahnyaPerjanjianPengangkutan

Pasal1320KitabUndang-UndangHukum Perdatamenyebutkan

beberapasyaratsahnyasuatuperjanjianyaitu:

1)Adanyakesepakatanantaraparapihak

Kesepakatanparapihakmerupakanunsurmutlakuntukterjadinya

15Ibid,h222
16AbdulkhadirMuhammad,Op.Cit,h9
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suatuperjanjian.Kesepakataniniterjadidenganberbagaicara,namun

yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas

penawaran tersebut.17 Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan

penerimaandapatdilakukansecarategasmaupundengantidaktegas,

yangpentingdapatdipahamiataudimengertiolehparapihakbahwatelah

terjadi penawaran dan penerimaan. Beberapa cara teradinya

kesepakatan/penawaran dan penerimaan adalah dengan cara tertulis,

lisan,simbol-simboltertentubahkanberdiam diri.

2)Adanyakecakapanuntukmembuatsebuahperjanjian

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan

perjanjianjikaorangtersebutbelum berumur21tahunkecualijikaiatelah

kawinsebelum cukup21tahun.Sebaliknyasetiaporangyangberumur21

tahunkeatasolehhukum dianggapcakapkecualikarenasuatuhaldia

ditaruhdibawahpengampuansepertigelapmata,dungu,sakitingatan,

ataupemboros.18

3)Suatuhaltertentu

Objek perjaniin harus jelas ditentuka oleh para pihak,objek

perjanjiantersebutdapatberupabarangataujasa,namundapatjugatidak

berbuatsesuatu.Haltertentuinidalam perjanjiandisebutprestasiyang

dapatberwujudbarang,keahlianatautenagadantidakberbuatsesuatu.

Padaumumnyadalam BW,sarjanahukum berpendapatbahwaprestasiitu

17AhmadiMiru,Hukum KontrakdanPerancanganKontrak,PT.RajaGrafindo
Persada,Jakarta,2017,h14

18Ibid,h29
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adalah menyerahkan/memberikan sesuatu,berbuatsesuatu,dan tidak

berbuatsesuatu.Untukmenentukanbarangyangmenjadiobjekperjanjian

dapat digunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang,

mengukurataumenakar.Sementaraitu,untukmenentukanjasa,harus

ditentukanapayangdilakukanolehsalahsatupihak.19

4)Suatusebabyanghalal

Sebabyanghalalyangdimaksuddisiniadalahbahwaisikontrak

tersebuttidakbertentangandenganperaturanperundang-undangan.20

c.AkibatHukum danSifatPerjanjianPengangkutan

Perjanjianpengangkutanmenimbulkanakibathukum bagipelaku

usahadanpenumpangsebagaihalyangdikehendakikeduabelahpihak.

Akibathukum tersebutantaralainsemuaperjanjianyangdibuatsecara

sahberlakusebagaiundang-undangbagimerekayangmembuatnya(asas

pactasuntservenda),suatuperjanjiantidakdapatditarikkembaliselain

dengansepakatkeduabelahpihakataukarenaalasan-alasanyangoleh

undang-undangdinyatakancukupdansuatuperjanjianharusdilaksanakan

itikadbaik(Pasal1338KitabUndang-UndangHukum Perdata).Perjanjian

pengangkutanpadaumumnyabersifatlisan(tidaktertulis)tetapiselalu

didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen Pengangkutan

merupakan buktisudah terjadinya perjanjian pengangkutan dan wajib

dilaksanakanolehpihakpihak.Perjanjianpengangkutandapatjugadibuat

19Ibid,h30
20AbdulkhadirMuhammad,Op.Cit,h31
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tertulisataubiasanyadisebutdenganperjanjiancarter(charterparty).21

Adapunsifat-sifatperjanjianpengangkutanantaralain:

(1)Timbal balik yaitu para pihak dalam melakukan perjanjian

menimbulkanhakdankeajibanmasing-masing;

(2)Berupa perjanjian berkala yaitu hubungan antara pengirim dan

pengangkuttidakbersifattetap.Hanyakadangkala,kalaupengirim

membutuhkanpengangkutanuntukmengirim barang.22

(3)Perjanjian sewa-menyewa, yang disewa adalah alat

angkut/kendaraan untukmengangkutbarang disewa oleh pihak

pengirim untukmengirim sendirikepihakpenerima.Objeksewa

menyewaadalahalatangkutnya.

d.SubjekHukum PerjanjianPengangkutan

MenurutR.Subekti,yangtermasukdalam subjekperjanjianantara
lain23:

a.Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau
mampumelakukan perbuatan hukum tersebut,siapapun yang
menjadiparapihakdalam suatuperjanjianharusmemenuhisyarat
bahwamerekaadalahcakapuntukmelakukanperbuatanhukum.

b.Adakesepakatanyangterjadidasarperjanjianyangharusdicapai
atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada
paksaan,kekhilafan,ataupenipuan),denganadanyakesepakatan
diantara kedua belah pihak yang membuatperjanjian ,maka
perjanjianitumengikatmerekayangmembuatnya.

21 AbdulkadirMuhammad,Op.Cit,h2
22Tinjauanmengenaiperjanjianberkalatersediadi

https://ovansite.wordpress.com.Diaksespada21febuari2022pukul22.45WIB
23R.Subekti,Hukum Perjanjian,PembimbingMasa,Jakarta,1970,h16
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Subjek hukum pengangkutan MenurutAbdulkadirMuhammad,

subjek hukum pengangkutan adalah:“pendukung kewajiban dan hak

dalam hubungan hukum pengangkutan,yaitupihak-pihak yang terlibat

secaralangsungdalam prosesperjanjiansebagaipihakdalam perjanjian

pengangkutan.24

Adapunpihak-pihakdalam pengangkutanituterdiridari:

1.PihakPengangkut

Mengenaidefinisipengangkutpadaumumnyatidakditemukan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi dalam

pengangkutanlautdefinisipengangkutyaitupengangkutadalahbarang

siapa,yangbaikdalam persetujuancartermenurutwaktuataucarter

menurutperjalanan,baikdengansesuatupersetujuanlain,mengikatdiri

untuk meyelenggarakan pegangutan barang yang seluruhnya atau

sebagiannya melaluilautan (Pasal466 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang).Pengangkutadalahbarangsiapa,yangbaikdalam persetujuan

cartermenurutwaktuataucartermenurutperjalanan,baikdengansatu

persetujuanlain,mengikatkandiriuntukmenyelenggarakanpengangkutan

orangyangseluruhnyaatausebagiannyamelaluilautan(Pasal521Kitab

Undang-UndangHukum Dagang).

Dengan demikian pada dasarnya yang dinamakan pengangkut

adalahorangyangmeyelenggarakanpengangkutanyangdalam halini

24TinjauanmengenaiSubjekhukum pengangkutanterdapatdihttps://text-
id.123dok.com/document/nzw0nmpvy-subjek-dan-objek-hukum-pengangkutan.html di
aksespada21febuari2022pukul23.14WIB
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adalah perusahaan Angkutan Umum. Perusahaan angkutan umum

merupakan badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang

dan/ataubarangdengankendaraanbermotorumum (Pasal1angka(21)

UU No.22 Thn 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebutdapatdisimpulkan bahwa

perusahaan angkutan umum merupakan penyelenggara pengangkutan

barang dan/atau orang darisuatu tempatke tempattujuan tertentu

denganselamat.

2.PihakPenumpang

Definisipenumpangataupenggunajasasecaraumum tidakdiatur

dalam KitabUndang-UndangHukum Dagang.Adapundefinisipenumpang

menurutPasal341Ayat(4)KitabUndang-UndangHukum Dagangtentang

ketentuan-ketentuan umum pengangkutan laut menyatakan bahwa

penumpangsebagaisegenapmerekayangberadadidalam kapal,kecuali

nahkoda.MenurutPasal1angka(2)UUNo.22Thn2009TentangLalu

lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengguna jasa adalah

perseoranganataubadanhukum yangmenggunakanjasaperusahaan

angkutanumum.SelanjutnyapadaPasal1angka(25)UUNo.22Thn2009

tentangLalulintasdanAngkutanJalanmenjelaskanbahwapenumpang

sebagaiorangyangberadadikendaraanselainpengemudidanawak

kendaraan.Menurut Abdulkadir Muhammadpenumpangadalahorang

yangmengikatdiriuntukmembayarbiayaangkutanatasdirinyayang
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diangkutatausemuaorangataubadanhukum penggunajasaangkutan.25

Daripengertian diatas dapatdisimpulkan bahwa penumpang

adalah pengguna jasa angkutan yang mengikatkan dirinya kepada

pengangkutdenganmembayarbiayaangkutanatasdirinyayangdiangkut

atausemuaorangataubadanhukum penggunajasaangkutantersebut.

e.BerakhirnyaPerjanjianPengangkutan

MenurutPasal1338KUHperdata:

Semuaperjanjianyangdibuatsecarasahberlakusebagaiundang-
undangbagimerekayangmembuatnya.Perjanjianitutidakdapat
ditarikkembaliselaindengankesepakatankeduabelahpihakatau
karenaalasan-alasanyangolehundang-undangdinyatakancukup
untukitu.Perjanjianituharusdilakukandenganitikadbaikoleh
parapihak.

Dariketentuan Pasal1338 KUHPerdata tersebutdapatdilihat

bahwasemuapersetujuan,baikpersetujuanyangbernamadibuatsesuai

denganketentuanhukum,mengikatparapihakyangmembuatataudibuat

secarasahyang berartidalam perbuatanperjanjianituadalahsesuai

denganketentuanpasal1320 KUHPerdatasehinggadengandemikian

perjanjiandengandibuatitumengikatdanmempunyaikekuatanhukum

bagikeduabelahpihakyangberlakusebagaiUndang-undang.

Pemusnahan Perjanjian dalam Pasal 1381 KUHPerdata

menyebutkan10macam caraberakhirnyaperjanjian,yakni:26

1)Pembayaran,setiap pemenuhan perjanjian secara suka rela,

25 ElfridaGultom,hukum PengangkutanLaut,LiteraturLalulintasMedia,
Jakarta2008
h17
26R.WirjonoProdjodikoro,Azas-AzasHukum Perjanjian,MandarMaju,Bandung2011,h
190
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misalnyapembayaranuangolehpembelipemenuhanperjanjian

kerja oleh buruh,yang dimaksud dengan pembayaran oleh

hukum perikatanbukansebagaimanaditafsirkandalam bahasa

pergaulansehari-hari,yaitupembayaransejumlahuang,tetapi

setiaptindakanpemenuhanprestasi,bagaimanapunsifatdari

prestasitersebut.Penyerahan barang oleh penjual,berbuat

sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan

pemenuhandariprestasiatautegasnyaadalahpembayaran.

2)Penawaranpembayarantunai,diikutidenganpenyimpananatau

penitipan,diaturdalam Pasal1404 KUHPerdata.Penawaran

pembayarantunaiterjadiapabiladalam suatuperjanjiankreditur

tidakbersediamenerimaprestasiyangdilakukanolehdebitur.

Untukmembebaskandiridariperikatantersebut,makakreditur

dapat melakukan penawaran pembayaran tunai. Prosedur

penawaran tersebutdiatur dalam Pasal1405 KUHPerdata.

Penawaranpembayarantunaitersebutdiikutidenganpenitipan

daribendaatauuangyangakandiserahkandipengandilannegeri.

3)Pembaharuanutang(novasi),menurutPasal1413KUHPerdata

ada3macam jalanuntukmelaksanakanpembaharuanutang

(novasi),yaitu:

a)“Apabila seseorang yang berutang membuat suatu

perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan

kepadanya,yang menggantikan utang yang lama,yang
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dihapuskankarenanya”,

b)“Apabilaseorangberutangbaruditunjukuntukmenggantikan

orangberutanglama,yangolehsiberpiutangdibebaskan

dariperikatannya”,

c)“Apabilasebagaiakibatsuatupersetujuanbaru,sesorang

berpiutangditunjukuntukmenggantikanorangberpiutang

lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari

perikatannya”.

4) Perjumpaanutangataukompensasi,terjadiapabiladuaorang
salingberhutangsatupadayanglaindenganmanahutang-
hutangantarakeduaorangtersebutdihapuskan,olehUndang-
Undangditentukanbahwadiantarakeduaorangtersebuttelah
terjadisuatuperhitunganmenghapuskanperikatannya(Pasal
1425KUHPerdata);

5) Perjumpaan hutang atau kompensasi,salah satu hapusnya

perikatan karena kedudukan sebagaikreditur dan debitur

berkumpulpadasatuorang;

6) “Pencampuranutang,pencampuraniniterjadisecaraotomatis

atau demihukum.Demihukum hapuslah perikatan yang

semulaadadiantarakeduabelahpihaktersebut”(Pasal1436

KUHPerdata);

7)Pembebasan utang,perikatan yang termasukdalam suatu

perjanjian berdasarpokoknya atas suatu kesuka-relaan itu

maka kalau suatu pihakberhak kemudian dengan sukarela

berniatmembebaskanpihaklaindarisuatuperikatan,inipada

hakekatnyatidakbolehdihalang-halangi.pembebasanutang
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adalahpernyataandengantegassiberpiutangatausikreditur

bahwaiatidakmenghendakilagiprestasidarisidebiturdan

melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan

perjanjian.Apabilaterjadipembebasanutang,makahapuslah

hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur.

Pembebasanutangtidakbolehdipersangkakan,tetapiharus

dibuktikan;27

8) Musnahnya barang yang terutang,menurut Pasal 1444

KUHPerdata,jika barang tertentu menjadiobjek perjanjian

musnah,tidakdapatlagidiperdagangkanatauhilang,maka

perikatanhapus.Batalataupembatalanyangdimaksuddalam

haliniadalahdapatdibatalkan.Sebabapabilaperjanjianitu

bataldemihukum makatidakadasatuperikatanhukum yang

dilahirkankarenanya,sehinggatentusajatidakdapatdihapus.

Terdapatbeberapa dasaratas batalatau kebatalan suatu

perjanjian,yaituapabila:

a)Tidakmemenuhisyaratsubjektifnya(sepakatdan cakap

bertindakdalam hukum),

b) Salahsatupihakmelakukanwanprestasi(tidakmemenuhi

perjanjian),

c) Karena adanya action pauliana (gugatan untuk

membatalkansuatuperbuatandebituryangsecaracurang

27Ibid,h193
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dilakukanuntukmerugikanparakrediturnya),

d)Pembatalan oleh pihak yang diberiwewenang khusus

berdasarkanUndang-Undang.28

9)Berlakunyasyaratbatal,maksudnyaadalahsyaratyangapabila

dipenuhiakan menghentikan atau mengakhiriperjanjiannya,

dan membawa segala sesuatu kembalikepada keadaan

semula seolah olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

Berlakunyasyaratbataliniberkaitandenganadanyaperjanjian

bersyaratdengansyaratbatal,yaituperikatanyangberdasarkan

padaperistiwayangmasihakandatangdanyangmasihbelum

tentuterjadisecaramebatalkanperikatan;

10)Kadaluarsa, lewat waktu (verjaring), suatu upaya untuk

memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu

perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas

syarat-syaratyangditentukanolehundang-uandang.Burgerlijk

Wetboek mengenal dua macam daluarsa selaku cara

melepaskandiridarisuatuperikatan,yaitu:

a) Lampauwaktuselama30tahunsegalaperikatantentu

yangdisebutkanolehUndang-Undang,

b) Lampau waktu pendek dalam beberapa macam

perhubunganhukum tertentuyangdisebutkandalam

28EllyErawati,PenjelasanHukum TentangKebatalanPerjanjian,NasionalLegalRefrom
Program,Jakarta2010h20



25

Undang-Undang.29

3.Asas–AsasHukum PerjanjianPengangkutan

Asaspokokyangmendasariperjanjianpengangkutan,

yaituasaskonsensual,asaskoordinasi,asascampuran,danasas

tidakadahakretensi.Berikutadalahpenjelasannya:

a.AsasKonsensual

Asasinitidakmensyaratkanbentukperjanjianangkutansecara

tertulis,sudahcukupapabilaadapersetujuankehendakantarapihak-pihak.

Dalam kenyataannya,hampirsemuaperjanjianpengangkutandarat,laut,

danudaradibuatsecaratidaktertulis,tetapiselaludidukungdokumen

pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis

melainkansebagaibuktibahwapersetujuandiantarapihak-pihakituada.

Alasanperjanjianpengangkutantidakdibuattertuliskarenakewajibandan

hakpihak-pihaktelahditentukandalam undang-undang.Merekahanya

menunjukataumenerapkanketentuanundang-undang.

b.AsasKoordinasi

asasinimensyaratkankedudukanyangsejajarantarapihak-pihak

dalam perjanjian pengangkutan. Walaupun perjanjian pengangkutan

merupakan”pelayananjasa”,asassubordinasiantaraburuhdanmajikan

padaperjanjianperburuantidakberlakupadaperjanjianpengangkutan.

29Ibid,h21
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c.AsasCampuran

Perjanjian pengangkutan merupakan campuran daritiga jenis

perjanjian,yaitu pemberian kuasa daripengirim kepada pengangkut,

penyimpan barang daripengirim kepada pengangkut,dan melakukan

pekerjaanpengangkutanyangdiberikanolehpengirim kepadapengangkut.

Jika dalam perjanjian pengangkutan tidak diaturlain,maka diantara

ketentuan ketiga jenis perjanjian itu dapatdiberlakukan.Haliniada

hubungannyadenganasaskonsensual.

d.AsasTidakAdaHakRetensi

Penggunaanhakretensibertentangandenganfungsidantujuan

pengangkutan.Penggunaan hakretensiakan menyulitkan pengangkut

sendiri,misalnyapenyediaantempatpenyimpanan,biayapenyimpanan,

penjagaandanperawatanbarang.30

B. AngkutanUmum SebagaiSalahSatuBentukPengangkutanDarat

1.DasarHukum PengangkutanDarat

Definisiangkutanumum dalam Undang-UndangLaluLintasdan

AngkutanJalan tidakada,adapunyangdapatdijadikandasarpengertian

melaluipengertiankendaraanbermotorumum dalam Pasal1angka10

30
AbdulkadirMuhammad,Hukum PengangkutanDarat,Laut,danUdara,PenerbitCitra

AdityaBakti,Bandung,1991.h.23
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menyatakanbahwakendaraanbermotorumum adalahsetiapkendaraan

yangdigunakanuntukangkutanbarangdan/atauorangdengandipungut

bayaran.Berdasarkan pengertian tersebutkendaraan bermotorumum,

yaitukendaraanbermotoryangdisewakankepadaoranglainbaikdengan

maupun tanpa pengemudi,selamajangka waktu tertentu,sepertibus

wisata.

Mobiluntuksekolahmengemuditermasukjugadalam pengertian

kendaraanumum,karenadalam biayabelajartelahtermasuksewauntuk

memakaikendaraan tersebutpada waktu diperguakan untuk belajar,

kendaraanbermotorrodaduajugatermasukkendaraanbermotorumum

apabilasepedamotor(ojeg)yangdigunakanmengangkutpenumpang,

begitujugahalnyadenganbecak,dokar,delmanyangapabiladipungut

biayatermasukkriteriakendaraanumum.

Angkutanumum memilikitrayekdanjadwalkeberengkatanyang

tetap sehinggapelayananangkutanumum terhadap penumpang akan

berjalan dengan baik sehingga dapattercipta keseimbangan antara

ketersediaandanpermintaan.Pemerintahmempunyaiperanpentingdan

campur tangan khusus untuk mewujudkan keseimbangan antara

ketersediaandanpermintaangunamencapaipelayananangkutanumum

penumpang yang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan

AngkutanJalan.

Angkutan umum dapatdibagimenjadi2 jenis,yaitu angkutan

orangdanangkutanbarang.Angkutanorangdanangkutanbarangdapat
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menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Angkutanorangyangmenggunakankendaraanbermotorberupasepeda

motor,mobilpenumpang,ataubus(Pasal1angka8danPasal137UUNo.

22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum).Sedangkan

angkutan orang yang menggunakankendaraan tidakbermotorberupa

kendaraanyangdigerakanolehtenagamanusiadan/atauhewanseperti

sepeda,delman,dll.(Pasal1angka9UUNo.22Thn2009tentangLalu

LintasdanAngkutanUmum).

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib

menggunakan mobilbarang,dan dilarang digunakan untuk angkutan

orang.Apabilaangkutanbarangdigunakanuntukangkutanorang,maka

berdasarkanPasal303akandikenakansanksipidanakurunganpaling

lama1bulanataudendapalingbanyakRp.250.000.31

Pelayananangkutanumum dengankendaraanbermotorterdiri

dariangkutanorangdengankendaraanbermotorumum dalam trayekdan

angkutanorangdengankendaraanbermotorumum tidakdalam trayek

(Padapasal140UUNo.22Thn2009tentangLaluLintasdanAngkutan

Umum).

2.PenyelenggaraanAngkutanDarat

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor

umum dalam trayeksebagaimanadiaturdalam Pasal142UUNo.22Thn

2009tentangLaluLintasdanAngkutanUmum,terdiriatas:

31 SitiNurbiati,Op.Cit,h73
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a.AngkutanLintasBatasNegara
Angkutandarisuatukotakekotalainyangmelewatibataslintas
Negaradengan menggunakan busumum yang terkaitdalam
trayek

b.AngkutanantarkotaantarProvinsi
Angkutan darisuatu kota ke kota lain yang melaluidaerah
kabupaten/kotayangmelewatisuatudaerahprovinsiyangterikat
dalam trayek.

c. Angkutanantarkotadalam provinsiAngkutandarisuatukotake
kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah
provinsiyangterkaittrayek.

d. AngkutanperkotaanAngkutandarisuatukoyakeotayanglain
dalam kawasanperkotaanyangterkaitdalam trayek.Kawasan
perkotaanyangdimaksudberupa:
1)Kotasebagaidaerahotonom;
2)Bagiandaerahkabupatenyangmemilikiciriperkotaan;atau
3)Kawasanyangberadadalam bagiandariduaataulebihdaerah

yangberbatasanlangsungdanmemilikiciriperkotaan.
e. AngkutanpedesaanAngkutandarisuatutempatketempatlain

dalam satudaerahkabupatenyangtidakbersinggungandengan
trayekangkutanperkotaan.

Kriteriapelayananangkutanorangdengankendaraanbermotor

umum dalam trayekantaralainmemilikirutetetapdanteratur,kriteria

lainnyayaituterjadwal,berawal,berakhir,danmenaikkanataumenurunkan

penumpangditerminaluntukangkutanantarkotadanlintasbatasnegara

danterakhirharusmenaikkandanmenurunkanpenumpangpadatempat

yangditentukanuntukangkutanperkotaandanperdesaan(Pasal143UU

No.22Thn2009tentangLaluLintasdanAngkutanUmum).

Penyediajasaangkutanumum atauperusahaanangkutanumum

dilaksanakanolehBadanUsahaMilikNegara(BUMN),BadanUsahaMilik

Daerahdan/ataubadanhukum lainsesuaidenganperaturanperundang-

undangan(Pasal139Ayat(4)UUNo.22Thn2009tentangLaluLintasdan

Angkutan Umum).Untukmenyelenggarakan angkutan orang dan/atau
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barang,perusahaan angkutanumum wajib memilikiizin.Izintersebut

berlakuuntukjangkawaktutertentuataumasaberlakuizinpenyelenggara

angkutanumum (Pasal175Ayat(1)UUNo.22Thn2009tentangLalu

Lintas dan Angkutan Umum).Akan tetapi,kewajiban memilikiizin

angkutantersebuttidakberlakuuntukpengangkutanorangsakitdengan

menggunakanambulansataupengangkutanjenazah(Pasal173Ayat(1)

dan(2)UUNo.22Thn2009tentangLaluLintasdanAngkutanUmum).

Izinpenyelenggaraangkutanorangdalam diberikanolehmenteri

yangbertanggungjawabdibidangsaranadanprasaranalalulintasdan

angkutanjalan,gubernur,bupatidanwalikota(Pasal176UUNo.22Thn

2009tentangLaluLintasdanAngkutanUmum).Pihakyangtelahmemiliki

izinpenyelenggaraanangkutanorangdalam trayekmemilikikewajiban-

kewajibanyangharusdipatuhi,antaralainmelaksanakanketentuanyang

ditetapkan dalam izin yang diberikan dan mengoperasikan kendaraan

bermotorumum sesuaidenganstandarpelayananminimal(Pasal177UU

No.22Thn2009tentangLaluLintasdanAngkutanUmum).Ketentuan

lebih lanjutmengenaipemegang izin penyelenggara angkutan orang

dalam trayekdiaturdenganperaturanMenteriyangbertanggungjawab

dibidangsaranadanprasaranalalulintasdanangkutanjalan.

C. PerlindunganHukum BagiPenggunaJasaAngkutanUmum

Masyarakatsebagaipenggunaataukonsumenjasatransportasi

keberadaannyadilindungiolehhukum,sepertiPasal1angka1Undang-

Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
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menentukanbahwa:“Perlindungankonsumenadalahsegalaupayayang

menjaminadanyakepastianhukum untukmemberiperlindungankepada

konsumen.”Pelaksanaanpengangkutanatautransportasisecaraumum

didalamnya terdapatdua subyekyaitu pengirim atau penumpang dan

perusahaanpengangkut.

Dalam hal ini perusahaan pengangkut menyediakan jasa

pelayananpengangkutanbagipengirim ataupenumpang,dengankatalain

bahwapengirim ataupenumpangadalahpenggunaataukonsumenjasa

pelayananpengangkutanyangdisediakanolehperusahaanpengangkutan.

HaltersebutsesuaidenganketentuanPasal1angka2UUNo.8Thn1999

tentangPerlindunganKonsumenyangmenyebutkanbahwa:“konsumen

adalahsetiaporangpemakaibarangdanataujasayangtersediadalam

masyarakat,baik bagikepentingan dirisendiri,keluarga,orang lain,

maupunmakhlukhiduplaindantidakuntukdiperdagangkan.”

Keterkaitanantarapenggunajasaangkutansebagaikonsumen

terlihatdalam ketentuan UU No 22 Thn2009 tentang lalulintasdan

AngkutanJalanyangterdapatpadaPasal1angka22yangmenyebutkan

bahwa:“penggunajasaadalahperseorangandanataubadanhukum yang

menggunakanjasaperusahaanangkutanumum.”Melaluiduaketentuan

pasaltersebutterlihathubunganantarakonsumendanpenggunajasa,

penggunajasaangkutandalam halinidikategorikansebagaikonsumen

jasaangkutan.Sebagaikonsumen,penggunajasaangkutantentunyatidak

lepasdariaspekperlindunganbaikdarikerugianyangmungkindiderita
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atau terjadipada saat menggunakan jasa angkutan atau sedang

melakukan perjalanan dengan media atau alat transportasi yang

disediakan oleh perusahaan angkutan. Tidak hanya perlindungan

konsumensajayangmenjadiperhatian,yaitupemenuhanhak-hakdan

kewajibanpenumpangsebagaikonsumenjasatransportasitetapijuga

pemenuhanhakdankewajibanolehperusahaantransportasi/penyedia

jasatransportasijugaharusmendapatkanperlindunganhukum.32

1.KedudukanHukum PenggunaJasaAngkutanUmum

Kedudukan para pihak perjanjian pengangkutan,yaitu pihak

pengangkutdanpihakpenggunajasasamatinggi,tidaksepertidalam

perjanjianperburuhandimanaparapihaktidaksamatinggi,yaknimajikan

mempunyaikedudukanlebihtinggidaripadaburuh.Kedudukanparapihak

dalam perjanjianperburuhandisebutkedudukansubordinasi,sedangkan

kedudukanparapihakdalam perjanjianpengangkutanadalahkedudukan

samatinggiataukedudukankoordinasi.33

Penumpang mempunyai dua status dalam perjanjian

pengangkutan,yaitu sebagaisubjek karena dia adalah pihak dalam

perjanjiandansebagaiobjekkarenadiaadalahmuatanyangdiangkut.

Sebagaipihakdalam perjanjianpengangkutan,penumpangharusmampu

melakukanperbuatanhukum ataumampumembuatperjanjian.Dilihat

daripihakdalam perjanjianpengangkutanorang,penumpangadalahorang

32SoegijatnaTjakranegara,Hukum PengangkutanBarangDanPenumpang,
RinekaCiptaJakarta,1995,h31

33AbdulkadirMuhammad,Op.Cit,h12
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yangmengikatkandiriuntukmembayarbiayapengangkutandanatas

dasarinidanberhakuntukmemperolehjasapengangkutan.

Apabilapihakpenumpangtelahmembayaruangangkutankepada

pihak pengangkut maka seketika itu juga pihak penumpang telah

mengikatkandirinyapadaperjanjianpengangkutan.Dalam halini,pihak

penumpangsebagai penggunafasilitasangkutanumum memilikihak

dan kewajiban, begitu pula dengan pihak pengangkut sebagai

penyelenggaraangkutanmemilikihakdankewajiban.Hakdankewajiban

penumpang sebagai pengguna jasa dan pengangkut sebagai

penyelenggara/perusahaanangkutandiaturdalam peraturanperundang-

undangan.Halinitentunyamemberijaminandanperlindunganhukum

bagikeduabelahpihak.

2.HakdanKewajibanPenggunaJasaAngkutanUmum

Sesuaidengan definisipengangkutan yang dikemukakan oleh

H.M.N. Purwosutjipto,bahwa pengangkutan adalah sebagai suatu

perjanjiantimbalbalikantarapengangkutdenganpenumpangdan/atau

pengirim barang darisatu tempatke tempattujuan tertentu dengan

selamat,sedangkan kewajiban penumpang dan/atau pengirim barang

adalahmembayarongkosangkut.Berdasarkandefinisitersebut,masing-

masingpihakmempunyaihakdankewajibansendiri-sendiri.34

Hak-hakdankewajibanpenggunajasaangkutanumum diatur

dalam UU No.22Thn2009TentangLaluLintasDanAngkutanJalan.

34SitiNurbiati,Op.Cit.,h92
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Adapunpengaturannyasebagaiberikut:

a.Hakdankewajibanpenumpang

Halinidiaturdalam pasal186UUNo.22Tahun2009tentangLalu

LintasdanAngkutanJalanyangmenyatakanbahwaperusahaanangkutan

umum wajib mengangkutorang dan atau barang setelah disepakati

perjanjian pengangkutan sampaiditujuan dengan selamat,jika tidak

selamatmakaperusahaanharusbertanggungjawabuntukmembayar

gantirugi.Tanggungjawabpengangkutuntukmembayargantikerugian

adalahakibattidakdilaksanaknnyapengangkutansesuaidenganyang

diperjanjikan.35

Apabila perusahaan pengangkutan lalaidalam melaksanakan

pengangkutan yaitu berupa pembatalan pemberangkatan maka

penumpangdan/ataupengirim barangberhakmendapatkankembalibiaya

pengangkutan yang telah dibayarkan padasaatperjanjiandibuatoleh

penumpangdanperusahaanpengangkut(Pasal187UU No.22Tahun

2009tentangLaluLintasdanAngkutanJalan).

Pengirim berhakatasgantikerugianjikabarangmusnah,hilang

ataurusakyangdisebabkanolehsuatukejadianyangtidakdapatdicegah

atau dihindariatau kesalahan pengirim dan kerugian inidihitung

berdasarkankerugianyangnyatanyatadialamipengirim (Pasal193Ayat

(1)dan(2)UUNo.22Tahun2009tentangLaluLintasdanAngkutanJalan).

Tanggungjawabpenumpangyaitupenumpangbertanggungjawabatas

35SitiNurbiati,Op.Cit.,h96
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barangbawaannnyasendiri,namunjikapenumpangmengalamikerugian

atasbarangbawaannnyadandapatdibuktikanbahwakerugianbahwa

kerugianitudisebabkanolehkesalahandankelalaianpengangkutmaka

pihakpengangkutyangbertanggungjawabataskerugianyangdiderita

penumpangtersebut(Pasal192Ayat(4)UUNo.22Tahun2009Tentang

LaluLintasdanAngkutanjalan).KitabUndang-UndangHukum Dagang

jugamengaturhaltersebutdalam pasal533bahwapengangkuttidak

diwajibkanmenggantikerugianyangditerbitkanpadabarang-barangyang

disimpan sendiri oleh penumpang kecuali bila dibuktikan bahwa

penumpanginitelahberusahaseperlunyagunamenyelamatkannya.Untuk

kerugian yang diterbitkan oleh kawan-kawan penumpang,pengangkut

tidaklahbertanggungjawabterhadapbarang-barangtadi.

b.Hakdankewajibanpengangkut

Pengangkutsebagaiperusahaanangkuatanumum berdasarkan

UndangUndangLaluLintasdanAngkutanJalanmemilikihak-haksebagai

berikut:

1) Menerima biaya angkutan yang telah disepakatidalam

perjanjianpengangkutan(Pasal186Pasal196UUNo.22Thn

2009TentangLaluLintasdanAngkutanJalan);

2)Menurunkanpenumpangdan/ataubarangyangdiangkutpada

pemberhentian terdekat,juka penumpang dan/atau barang

yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan

keselamatan angkutan, yang sedang dikemudikan oleh
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pengemudiselakuorangyangdipekerjakanangkutanumum;

3)Menahanbarangyangdiangkutjikapengirim ataupenerima

tidak memenuhikewajiban dalam batas waktu yang telah

ditetapkan(Pasal195ayat(1)Pasal196UUNo.22Thn2009

TentangLaluLintasdanAngkutanJalan);

4)Memungutbiayatambahanatasbarang yangdisimpandan

tidakdiambilsesuaidengankesepakatan(Pasal196UUNo.22

Thn2009TentangLaluLintasdanAngkutanJalan);

5)Menjualbarangyangdiangkutsecaralelangsesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan,jikabarangangkutan

tidakdiambilolehpengirim ataupenerimasesuaidenganbatas

waktuyangtelahdisepakati(Pasal196UUNo.22Thn2009

TentangLaluLintasdanAngkutanJalan).

SesuaidenganPasal186sampaidenganPasal188Pasal196UU

No.22 Thn 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jalan

pengangkutsebagaiperusahaan angkutan umum memlilikikewajiban-

kewajibansebagaiberikut:

1)Mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati

perjanjianpengangkutandan/ataudilakukanpembayaranbiaya

angkutanolehpenumpangdan/ataupengirim barang(Pasal

196UU No.22Thn2009TentangLaluLintasdanAngkutan

Jalan);

2)Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh
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penumpangdan/ataupengirim barangjikaterjadipembatalan

keberangkatan (Pasl187 Pasal196 UU No.22 Thn 2009

TentangLaluLintasdanAngkutanJalan);

3)Mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau

pengirim barangkarenalalaidalam melaksanakanpelayanan

angkutan(Pasal196UUNo.22Thn2009TentangLaluLintas

danAngkutanJalan);

4)Mengasuransikantanggungjawabnyasebagaimanadimaksud

dalam Pasal188UUNo.22Thn2009TentangLaluLintasdan

AngkutanJalan.

Meninjau dariUU No.22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan bahwasannya Hak dan kewajiban penumpang dan

pengangkut bahwasannya Hak dan kewajiban Penumpang yaitu

mendapatkanhakuntukdiangkutolehpengangkutdanberkewajiban

untukmembayarpengngkutbegitujugadenganpengangkutmendapatkan

hakdibayarolehpenumpangdanberkewajibanuntukmengangkutatau

mengirim barangdenganselamatdantidakrusak.


